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Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Rifda Naufalin, : Ketua Lembaga  Penelitian dan
SP., M.Si Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Jenderal Soedirman,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Jenderal Soedirman,
yang berkedudukan di Jl. Dr. Suparno
Grendeng Purwokerto 53122, untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Sri Lestari, S.E., M.Si : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jenderal Soedirman, dalam
hal ini bertindak sebagai pengusul dan
Ketua Pelaksana Penelitian Tahun
Anggaran 2019 untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat
mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Tahun
Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1.

2.

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara;

Undang —Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang
Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Kementrian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Kementrian Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang
dan Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2018 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02.2018 tentang
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan tata Kerja
Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan
Komite Penilaian Dan Reviewer Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitan;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan
Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penilaian Berbasis Standar Biaya
Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII;

Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 7/E/KPT/2019 tentang, Penerima Pendanaan Penelitian di
Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 222/M/KPT.KP/ 2018 tanggal 30 April 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal
Soedirman Periode 2018-2022;

SK Rektor Unsoed No.kept. 175/UN23/KP.02.02/2019 tanggal 4
Februari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode
2019-2023;

Kontrak Penelitian Tahun 2019 Nomor 062/SP2H/LT/DRPM/2019

Pasal 2
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk
melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Tahun
Anggaran 2019 dengan judul "Pengembangan Model Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) Di Universitas Jenderal Soedirman”.




Pasal 3
Jangka Waktu

Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah
terhitung sejak Tanggal 12 Maret dan berakhir pada Tanggal 15
November 2019

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1)Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a.

b.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian
kepada PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA berhak untuk memantau penunggahan ke laman
SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :

Revisi proposal penelitian

. Catatan harian pelaksanaan penelitian

. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

. SPTB atas dana penelitian yang telah ditetapkan

. Laporan akhir penelitian

. Luaran penelitian.
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(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a.

b.

PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK
PERTAMA

PIHAK KEDUA berkewajiban wuntuk mengunggah ke lama
SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :

. Revisi proposal penelitian

. Catatan harian pelaksanaan penelitian

. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

. SPTB atas dana penelitian yang telah ditetapkan

. Laporan akhir penelitian

. Luaran penelitian.

Paling lambat tanggal 15 November 2019
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. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam penggunaan dana

penelitian yang diterima sesuai dengan proposal kegiatan yang telah
disetujui dan berkewajiban menyimpan seluruh bukti pengeluaran.

. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK

PERTAMA Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB),
laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
Dana Penelitian

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar 92.596.000

(Sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah) dan dana Luaran tambahan sebesar Rp.15.000.000( Lima
belas juta rupiah ) sudah termasuk pajak.




(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK
KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian

yaitu 70% x Rp 92.596.000 = Rp.64.817.200 (Enam puluh empat
Jjuta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)yang akan
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah
PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal penelitian ke laman
SIMLITABMAS.

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian
yaitu 30% x Rp.92.596.000 = Rp.27.778.800 (Dua puluh tujuh juta
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sctelah
PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan
Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian, Pelaksanaan,
Penelitian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat 14
September 2019.

c. Dana Luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan
Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh PIHAK
PERTAMA

(2) Apabila Luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset
dan Pengabdian Masyarakat maka dana luaran tambahan yang sudah
diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan
dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam
menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan
persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
Target Luaran

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib
penelitian sesuai yang disampaikan dalam proposal.
(2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan




(3) PIHAK KEDUA berkewajiban wuntuk melaporkan perkembangan
pencapaian target luaran sebagaimana diimaksud pada ayat (1) kepada
PIHAK PERTAMA-

(4) PIHAK KEDUA wajib mencantumkan pemberian dana penelitian dalam
publikasi ilmiah.

Pasal 8
Laporan Pelaksanaan Penelitian

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK
PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, luaran
penelitian, SPTB dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan
jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun
secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan
harian penelitian, dan surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB),
atas dana penelitian yang telah ditetapkan SIMLITABMAS paling lambat
14 September 2019.

(3) PIHAK KEDUA  Dberkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan
Kemajuan, (SPTB) dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada
PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 September 2019.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah, penyelesaian seluruh
pekerjaan pada SIMLITABMAS berupa :

a. Catatan harian

b. Laporan Akhir penelitian

c. Luaran Penelitan

d. SPTB Paling lambat tanggal 15 November 2019.

{S) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Format Font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;

b. Bentuk/ukuran kertas A4;
c. Pada bagian bawah cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
62/SP2H/LT/DRPM/2019 Tahun Anggaran 2019

(6) Hardcopy laporan hasil program Penelitian harus dikumpulkan ke
PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 15 November 2019.




Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

(1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan
Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan
Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(2) Peneliti/pelaksanaan penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan
pemonitoran dan evaluasi eksternal tanpa pemberitahuan sebelumnya
kepada DRPM, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima
sisa dan tahap kedua.

Pasal 10
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai | Reviewer
Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak
tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus
disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11
Penggantian Keanggotaan

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substan si pelaksanaan
Penelitian ini dapat di benarkan apabila telah mendapat persetujuan
tertulis dari Direktur Riset danPengabdian masyarakat, Direktorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi..

(2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat
melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan
pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim
kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada
pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(l),maka PIHAK
KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK
PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK
PERTAMA.




Pasal 12
Pajak

Pihak Kedua berkewajiban Memungut dan menyetor pajak ke kantor
pelayanan pajak setempat yang berkenan dengan kewajiban pajak berupa :

1.

2.

Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPH 22 sebesar
1,5%
Pajak — pajak lain sesuai ketentuan

Pasal 13
Kekayaan Intelektual (KI)

. Hak Kekayaan Intelektul yang Dihasilkan Dari Pelaksanaan penelitian

Menjadi milik Pihak Pertama Diatur Dan dikelola sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan.

. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang

berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencatumkan pemberi dan
penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, kementrian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

. Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang di beli

dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat di
hibahkan kepada Universitas Jenderal Soedirman melalui Berita Acara
Serah terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

Pasal 14
Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk

melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA
belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan,
dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA
dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan
tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua
tahun berturut-turut.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target
luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA apabila tidak dapat dilunasi olech PIHAK KEDUA,
akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan
pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK
PERTAMA.




Pasal 15
Keadaan Kahar

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

(2)

(3)

(2)

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak
Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian
diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai
keadaan memaksa (force majeure).

Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa
(force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam,
wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase,
revolusi, pemberontakan, hura-hura, serta adanya tindakan pemerintah
dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh
terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang
mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis,
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya
keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah
dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan
segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16
Duplikasi Judul Proposal

Apabila di kemudianhari terhadap judul Terapan Unggulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi
dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran,
itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah
ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian
Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK
PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpanolehPIHAK
PERTAMA.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara
musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara

musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses
hukum.




Pasal 18
Lain-lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di
atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan
Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga,
perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan
dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh
PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam
perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., M.Si Sri Lestari, S.E., M.Si
NIDN: 0021117001 NIDN: 0025117005




